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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berada di Kabupaten

Karimun Kepulauan Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang
tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Wajib menyiapkan

rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. .

Tanjung Balai karimun, 21 Januari 2020.

Ketua Pengadilan Negeri
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1.1

BAB L.
PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, sebagai lembaga yudikatif Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata yag diajukan, dan tugas tugas
lainnya sebagai lembaga yudikatif, Sedangkan dalam bidang administrasi yang
diselenggarakan oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Panitera dan Kesekretariatan
dibawah pimpinan Sekretaris Bagian Kepaniteraan mempunyai tugas pelayanan
dibidang teknis dan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dan
Kesekretarian bertugas menjalankan pelayanan dibidang non teknis dan administrasi
umum dan operasional dan non operasinal kantor. Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan
Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Nasehat.
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang

hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).




b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di
Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
Undang-Undang.

Untuk lebih jelasnya tugas utama pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dijabarkan sbb:

1.

Penyelesaian Perkara pidana dan Perdata

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bertugas menyelesaikan perkara mulai
dari menerima, memeriksa, mengadili dipersidangan sampai pernyelesaian
perkara tersebut selesai diminutasi, jangka waktu yang ditetapkan dalam
menyelesaikan perkara tersebut sesuai surat edaran MA No. 2 Tahun 2014 adalah
paling lambat 5 bulan, Percepatan penanganan perkara masih terus menerus
dilakukan untuk bisa meningkatkan nilai kinerja dalam penyelesaian perkara di
pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Manajemen Penanganan Perkara.

Saat dibangunnya system manajemen perkara berbasis elektronik (Case
manajemen system) oleh Mahkamah Agung disemua pengadilan, menjadi tugas
tambahan yang sangat penting bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
untuk mengukur kinerja dan mengatur, mengawasi dan menggerakkan aparatur
peradilan dalam menjalankan tugas menerapkan system tersebut dan melakukan
evaluasi kinerja terhadap aparatur, disamping itu juga bertugas peng
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administrasian  perkara berbasis elektronik. Administrasi perkara berbasis
elektronik dimana proses penanganan perkara yang awalnya tercatat manual
diregister sekarang sudah tercatat secara elektronik di aplikasi SIPP (CTS),
sehingga dengan ada nya system tersebut akan memudahkan dalam pencarian data
dan data yang diminta lebih berstandar. Pelaksanaan tugas yang awalnya dicatat
oleh petugas register sampai selesai namun sekarang disamping petugas register
mencatat dan menginput perkara tersebut di SIPP juga diinput oleh ketua
pengadilan, panitera dan majelis yang menangani perkara tersebut, dengan
demikian proses penanganan perkara menjadi tanggung jawab bersama dalam
ketepatan dan kepatuhan pengisian data, dan tugas tersebut terus dievaluasi sejauh
mana perkembangannya, disamping SIPP yang telah diberlaku di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun, ada juga e-Court yang merupakan dari Mahkamah
Agung RI dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan (e-Summon) serta
persidangan secara elektronik (e-Litigasi), dengan adanya system manajemen
perkara seperti tersebut diatas pelaksanaan tugas menjadi mudah dan pelayanan
kepada masyarakat lebih terjangkau kerena tidak membutuhkan datang langsung
ke Pengadilan kecuali dalam panggilan pertama. Manajemen tersebut harus

disesuaikan dengan SOP di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

. Pelayanan dalam keterbukaan informasi

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi dipengadilan, dimana kebijakan yang tertera dalam
keputusan tersebut merupakan salah satu tugas Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun, yaitu peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah
Agung RI, peningkatan publikasi informasi perkara melalui SIPP, dan
peningkatan pengelolaan website serta peningkatan pelayanan meja informasi
dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang melayani masyarakat tentang
perkara dan informasi seperti informasi dalam penggunaan aplikasi di Pengadilan
seperti Eraterang (surat keterangan secara elektronik), e-Court, e-Tilang, Gugatan
Sederhana, SIPP Web dan informasi lain yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun
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4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bertugas menangani dan merespon
keluhan baik yang berasal dari masyarakat maupun internal pengadilan sendiri,
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, penanganan Pengaduan tersebut di sampaikan melalui SIWAS yang
merupakan Sistem Aplikasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang
diperuntukkan menangani pengaduan masyarakat terhadap aparatur yang
melakukan penyalahgunaan wewenang. Pengaduan bisa melalui aplikasi bisa
langsung bersifat tertulis, setiap pengaduan yang masuk Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab menindak lanjuti pengaduan tersebut
dengan membentuk tim penanganan pengaduan, hasil tersebut selanjutnya

diserahkan ke Pengadilan Tinggi .

5. Peningkatan pelayanan publik

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bertugas meningkatkan pelayanan
yang prima dan berstandar kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan
meningkatkan pelayanan pada PTSP dengan melakukan pembinaan kepada
petugas dan penerapan 5 S bagi petugas, meningkatkan inovasi dengan
melakukan perubahan secara terus menerus, menerapkan Zona Integritas yang
bebas korupsi, serta melakukan survey kepuasan masyarakat dan mengevaluasi
terhadap nilai yang rendah, disamping itu juga meningkatkan nilai akreditasi

Penjaminan Mutu yang merupakan pelayanan standar Peradilan.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan

tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

5. Fungsi Peradilan

d. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
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e. Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

f. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

6. Fungsi Nasehat.

c. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

d. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di
Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

7. Fungsi Administratif.
Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

8. Fungsi lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004, Pengadilan
Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan lingkungan Peradilan
Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut
merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan
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Negeri Tanjung balai karimun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Renstra
mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-
2024 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala dan dijabarkan kan kedalam program
dan diuraikan kedalam rencana tindakan serta didukung dengan anggaran yang
memadai dan didukung sarana dan prasarana yang ada serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun baik internal maupun ekternal sebagai variable strategis. Dokumen Renstra
mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan Reviu. Reviu Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020-2024 dibuat dalam
upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan
untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional,
transparan, akuntabel dan terpercaya. Didalam Renstra dijelaskan sasaran strategis
kinerja utama, Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara lain

sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat maskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam reviu Renstra tersebut yang meliputi :

(1) Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah
Agung

(2) Program Peningkatan manajemen peradilan umum
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1.2

POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa
aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara.

Dalam penyelesaian perkara mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran
No. 2 Tahun 2014 tentang, dalam surat edaran tersebut bahwa penyelesaian
perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan namun yang
menjadi masalah adalah masih ada penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu
dimana masih ditemui perkara yang proses persidangan memakan waktu yang
lama dan putus lebih dari 5 bulan, untuk perkara pidana pencapaiannya tepat
waktu seluruhnya tetapi untuk perkara perdata ada perkara yang belum putus
melewati 5 bulan dikerenakan para pihak berada diluar negeri, Masalah lain yang
dihadapi keterlambatan Panitera Pengganti meminutasi perkara dikarenakan
berita acara yang belum selesai, masalah tersebut menurunkan nilai evaluasi
kinerja sehingga melemahnya produktifitas penyelesaian perkara. Upaya yang
ditempuh untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara adalah untuk
perkara yang para pihak berada diluar negeri harus diupaya semaksimal mungkin
relas tersebut sampai dan para pihak bisa hadir untuk sidang dengan cara
mensurati duta kebangsaan dan meminta petunjuk ke Mahkamah Agung RI.
Disamping itu juga diperlukan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang
Akuntabel yang berpedoman dengan kebijakan surat edaran MA tentang
penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4
lingkungan peradilan dan ini merupakan kebijakan pimpinan untuk memacu
tingkat minutasi perkara dan meningkatkan kinerja yang akuntabel, Upaya lain
yaitu menerapkan Kebijakan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan
begitu produktifitas penyelesaian perkara akan meningkat karena ada acuan yang
berstandar yang merupakan komitmen bersama.
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2. Manajeman Penanganan Perkara.
Saat ini Mahkamah Agung sudah berupaya meningkatkan kinerja peradilan
dibawahnya melalui Case Manajemen Sistem dimana suatu manajemen yang
menangani proses perkara dipengadilan secara elektronik, system yang dibuat
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bernama Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) serta Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan
Direktori Putusan serta e-Court (e-paymen, e-summon, e-Litigasi) dimana system
ini sudah diberlakukan diPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Sistem
manajemen ini dibuat untuk membantu penyimpanan data perkara secara
elektronik agar tertib administrasi dan apabila dibutuhkan dalam pencarian data
lebih efektif dan efesien juga sebagai monitoring perkara yang sedang berjalan
dan minutasi serta setiap putusan bisa langsung diliat oleh public dan public juga
bisa berperkara secara elektronik secara online tidak mengharuskan selalu datang
kepengadilan. Masalah yang dihadapi adalah pemanfaatan teknologi informasi
perkara masih belum maksimal karena lemahnya etos kerja dalam memanfaatkan
teknologi informasi, masalah lain masih terdapat kekurangan system, system yang
dibuat masih banyak membutuhkan penyesuaian kebutuhan lapangan dimana
masalah yang ditemui ketidaksesuaian manual dengan system informasi tersebut.
Masalah lain yang selalu muncul yaitu minimnya kepatuhan aparatur peradilan
dalam pengisian SIPP padahal data yang diminta system harus tepat waktu 1x 24
jam, sementara pengisian data kedalam SIPP sering terlambat ini membuat
menurunnya nilai statistic dan evaluasi perkara. Upaya yang diambil adalah
membuat kebijakan dengan menggerakkan atau mengkoordinir aparatur untuk
melakukan one publis one minut. Kebijakan lain dengan memonitoring kinerja
aparatur dan memberi sanksi apabila aparatur melanggar dengan cara membuat

SOP tentang manajemen penanganan perkara.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Masih adanya masyarakat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ini
merupakan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan, ini
merupakan masalah untuk mencapai meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap putusan peradilan. Upaya yang dilakulan adalah memberi kesempatan
kepada Hakim untuk mengikuti diklat teknis dalam hal hukum formil dan materil
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untuk meningkatkan kinerja dalam mengeluarkan putusan yang berkwalitas yang

penuh dengan rasa keadilan.

Akses terhadap pengadilan bagi pencari keadilan.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin

diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

b.Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Masalah yang sering dihadapi kurang pemahaman masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi informasi mengenai prosedur dipengadilan sehingga
kesulitan mendapatkan informasi, akses yang diberikan didalam website sulit
dimengerti sehingga masyarakat untuk mendapatkan informasi harus langsung
kepengadilan agar merasa puas, khususnya bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, kebijakan yang diberikan untuk meningkatkan layanan Bantuan
Hukum termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang
pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan mekanisme pemberian
bantuan hukum yaitu penyediaan layanan pos bantuan hukum, pemberian bantuan
jasa advokad, pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan pelaksanaan
sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan. Dalam hal
ini pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah menyediakan sarana meja
informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada
website dan direktori putussan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
bantuan hukum juga tersedia fasilitas Pos Bantuan Hukum dengan meminta
bantuan kepada advokad sebagai petugas pelayanan, kebijakan lain yang perlu
ditempuh adalah dengan memberi  sosialisasi dan pengetahuan kepada
masyarakat tentang pedoman pelayanan infomasi sebagaimana SK Ketua MA No.
144/KMA/SK/I/2011 kepada masyarakat sehingga masyarakat tau prosedur
Pengadilan dalam mendapatkan bantuan hukum dan mengakses informasi.
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Sumber Daya Manusia

Masalah kekurangan Sumber Daya Manusia menjadi masalah diseluruh
Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana
pengadilan Negeri masih kekurangan Panitera Pengganti dan Jurusita sementara
posisi jabatan Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum masih kosong
dirangkap oleh Paniter Pengganti. Belum lagi perkara yang masuk tiap tahun
bertambah sehingga jumlah Rasio Majelis tidak sebanding dengan banyaknya
perkara masuk. Begitu juga jumlah Sumber Daya Manusia, dimana tugas staf diisi
oleh tenaga honorer, belum lagi masalah pada kurangnya kwalitas SDM dalam
bekerja dalam pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis, disamping
itu juga pola karir keahlian tidak sesuai dengan jabatan atau kompetensi serta
beban kerja yang belum merata. Upaya yang ditempuh yaitu kebijakan penguatan
sumber daya manusia dalam memberi kesempatan kepada aparatur untuk
mengikuti diklat atau sosialisasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan rutin
serta evaluasi terhadap kinerja aparatur pengadilan, dan juga penempatan SDM
sesuai dengan keahliannya, melakukan pemerataan terhadap beban kerja,
berupaya mengusulkan selalu permintaan tenaga teknis dan non teknis kepada
MA serta berupaya menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan
rasa kesadaran kerja yang tinggi.
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Kinerja Utama

1. Produktifitas
Penyelesaian

Perkara.

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

Standar  Operasional

Perkara Pengadilan Negeri Tanjung

Penyelesaian

Balai Karimun

Permasalahan

Masih terdapat
penyelesaian perkara

diatas 5 bulan

2. Manajemen
Penanganan

Perkara

informasi
(Case

Memanfaatkan Teknologi

perkara  secara  elekronik
Manajemen Sistem) secara efektif
Menggerakkan atau  mengkoordinir
aparatur untuk melakukan one publis one
minut dalam mengisi SIPP dan MIS
secara maksimal.

Pemanfaatan Direktori Putusan secara
tertib.

SOP Manajemen Penanganan perkara

Rendahnya etos kerja
dalam memanfaatkan
sitem informasi.

Masih terdapat
kekurangan system,
dimana ketidaksesuaian
dengan system manual.
Minimnya kepatuhan
aparatur peradilan
dalam pengisian SIPP 1
x24 jam.

3. Penerimaan

Memberi kesempatan kepada Hakim untuk

masyarakat mengikuti diklat teknis dalam hal hukum

Masih adanya masyarakat
terhadap formil dan materil untuk meningkatkan lenaatika splm hikum
P inexya putsisan Banding, Kasasi dan PK
pengadilan

4. Akses - Surat edaran Mahkamah Agung No. 10 - Kurang pemahaman
terhadap tahun 2010 tentang pedoman Pemberian masyarakat dalam
pengadilan Bantuan Hukum memanfaatkan

teknologi informasi
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bagi  pencari

keadilan.

Disediakan meja informasi dengan
perangkat teknologi informasi berupa
website dan layanan Pos Bakum
Memberi sosialisasi dan pengetahuan
kepada masyarakat tentang pedoman
pelayanan infomasi sebagaimana SK
Ketua MA No. 144/KMA/SK/1/2011
kepada masyarakat

mengenai prosedur

dipengadilan.

5. Sumber Daya

Manusia

Penguatan sumber daya manusia dalam
memberi kesempatan kepada aparatur
untuk mengikuti diklat atau sosialisasi.
Pembinaan, Sosialisasi terhadap
peraturan, pengawasan rutin, serta
evaluasi kinerja terhadap aparatur
pengadilan.

Penempatan SDM sesuai dengan
keahliannya.

Melakukan pemerataan terhadap beban
kerja

Permintaan tenaga teknis dan non teknis
kepada MA

Kekurangan SDM
Panitera Pengganti dan
Jurusita dan staf
Kurangnya kwalitas
SDM dalam bekerja
dalam pemahaman
terhadap kebijakan
teknis dan non teknis.
Pola karir keahlian
tidak sesuai dengan
jabatan atau
kompetensi

Beban kerja yang

belum merata
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BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untukmewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun. Adapun visi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Visi
Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung”

peradilan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun
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2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah

sebagai berikut :

1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Public percaya bahwa PN tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 diatas

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024,

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat
diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita
telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. indicator kinerja
utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
tujuan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja. Sesuai dengan
reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ,
sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

a.
b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

o

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

-

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

@ oo

(S

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima yang dikirim tepat waktu
b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program
dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan
pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah
agung
Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi
Indikator kegiatan: Penyelenggaraan operasional kantor dan non operasional satker
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
e Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
e Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
e Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
e Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
¢ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
¢ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
e Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
Indikator kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data penunjang SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
¢ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum diselesaikan ditingkat pertama dan banding

dan Layanan Pos Bantuan Hukum.

e Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu

¢ Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim tepat waktu

¢ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

e Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan
tepat waktu.

e Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).

¢ Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Tabel 2. Visi, Misi, Iku, Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020-2024

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung

MISI

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

hadB T I

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

) Sasaran Strategis
Tujuan

Uraian Indikator Program Kegiatan

1. Terwujudnya Proses | a. Persentase  sisa | Program Pembinaan
Peradilan yang pasti, perkara Perdata | dukungan administrasi

Transparan dan yang diselesaikan | manajemen dan

Akuntabel b. Persentase  sisa | dan pengelolaan
perkara  Pidana | pelaksanaan keuangan

yang diselesaikan | tugas teknis Badan Urusan

Pencari
keadilan merasa

kebutuhan dan perkara Perdata, | mahkamah

kepuasannya
terpenuhi Yang agung

diselesaikan

c. Persentase lainnya Administrasi

tepat waktu

d. Persentase
perkara Pidana
Yang
diselesaikan

tepat waktu
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. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding

. Persentase

perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum

Kasasi

. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
PK

. Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan

dengan Diversi

. Index responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung
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2. Peningkatan . Persentase salin | Program Peningkatan
Efektifitas an putusan Peningkatan | Manajemen
Pengelolaan Perkara perdata Manajemen Peradilan
Penyelesaian Perkara yang dikirim Peradilan Umum

tepat waktu Umum

. Persentase salin
an putusan
Perkara Pidana
yang dikirim
tepat waktu

. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi

. Persentase berkas
perkara yang
diajukan
Banding, Kasasi
dan PK secara
lengkap dan tepat
waktu

. Persentase Program Pengadaan
putusan perkara | Peningkatan Sarana dan
yang  menarik | Sarana dan Prasarana di
perhatian Prasarana Lingkungan
masyarakat yang | Aparatur Mahkamah
dapat diakses | Mahkamah Agung
secara online | Agung
dalam waktu 1
hari setelah putus

Setiap pencari | 3. Meningkatnya Akses | a. Persentase Program Peningkatan
keadilan dapat Peradilan bagi Pencari Keadilan | Peningkatan Manajemen

Golongan Manajemen
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| menjangkau Masyarakat Miskin Tertentu  yang | Peradilan Peradilan
‘ badan peradilan dan Terpinggirkan mendapat Umum Umum
‘ Layanan Bantuan
i Hukum
(Posbakum).
Public percaya | 4. Meningkatnya Persentase Putusan
bahwa PN kepatuhan terhadap | Perkara Perdata
tanjung Balai putusan Pengadilan | yang ditindaklanjuti
Karimun (dieksekusi)
memenuhi butir
1 dan 2 diatas
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Tabel 3. .Reviu ke 4 dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG
NO PEN]JELASAN SUMBER DATA
UTAMA KINERJA ] JAWAB
1. | Terwujudnya [ Persentase Sisa Perkara Panitera Laporan Bulanan
Proses Perdata yang | jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Saa
; T RET 100%
Peradilan yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan
Pasti, Laporan Tahunan
Transparan,
dan Akuntabel Catatan :
® Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output
adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun
berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.
2, Persentase Sisa Perkara Panitera Laporan Bulanan
Pidana s Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dan
Diselesaikan ore T o 100%
Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan Laporan T &

Catatan :

® Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan.
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Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Ferdata yang Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dan
Diselesaikan Tepat e . e 100%
P P: Di i
Woaktu Ju erkara Perdata yang Diselesaikan Laporan L T—
Catatan :
® Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.
Persentase perkara Panitera Laporan Bulanan
Pidana yang diselesaikan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dan
tepat waktu e 5 e 100%
P Pi Dis i
Ju erKara ana yang 1selesaikan Laporm Ta}lunan
Catatan :

® Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung

Page | 23




nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
il Tidak Mengajukan Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dan
Upaya Hukum Banding | Banding 100%
Jumlah Perkara Diputus Laporan Tahunan
Catatan :
® Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka
waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka
waktu triwulan.
Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Yeng Tidak Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi dan
Mengajukan Upaya e . e 100%
N g Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Laporan o T—

Catatan :

Page | 24




Persentase perkara yang Panitera Laporan Bulanan
Tidak MengajUkan Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya dan
Upaya Hukum | Hukum Peninjauan Kembali 100%
Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan Tahunan
Catatan :
® Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah
perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka
waktu tahunan.
Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
Pidana  Anak Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan

Diselesaikan dengan

Diversi

100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan :

Laporan Tahunan
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9. Index Kepuasan Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan dan
Peradilan 100%
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan Tahunan
Catatan :
® Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik
10. | Peningkatan Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Putusan Perkara l " o . q
mlah Salinan Put P Perdata vy dikirim k Para Pi an
Pengelolaan ety yang fikirim {:patwaztx: n Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Piha o
Penyelesaian kepada Para Pihak tepat 777 P 3y e ey Laporan Tahunan
Perkara waktu

Catatan :

¢ Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.
02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
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11, Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan
Putusan Perkara Pidana Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak dan
yang dikirim kepada [ Tepat waktu 100%
Para Pihak Tepat Jumlah Perkara Pidana yang Diputus I_aporan Tahunan
Waktu
Catatan :
® - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE
MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. -
Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak
12, Persentase Perkara Panitera Laporan Bulanan
o Diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dan
Melalui Mediasi o e 100%
mlah P Di Mediasi
Ju erkara yang Dilakukan Mediasi Laporan Palasn
Catatan :
L
13. Persentase Berkas Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang dan
Dimohonkan Banding, | Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
Kasasi, dan PK Yang |~ jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Laporan Tahunan

Diajukan Secara
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Lengkap dan Tepat | Catatan :
Waktu
°
14. Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan
Perkara Y=g Mesarik Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat dan
Perhatian Masyarakat | Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
b 100%
yaug D apat Diakses Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Laporan Tahunan
Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah
Putus Catatan :
®
15; Meningkatnya Persentase Pencari Panitera Laporan Bulanan
. 3 Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Akses Keadilan GOlongan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Peradilan bagi | Tertentu yang
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu »
Masyarakat Mendapat Layanan Laporan Tahunan
Miskin  dan | Bantuan Hukum
Terpinggirkan | (Posbakum)
Catatan :
®
16. | Meningkatnya | Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan
Kepatuhan Perkara - Perdata yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dan
terhada Ditindak lanjuti
P ] . y Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan i
Putusan (Dieksekusi) untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan Tahunan
Pengadilan
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Catatan :

® adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan
perkara yang telah dicksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin

bagus kinerja pengadilan
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BAB Il

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.

L

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengamanatkan bahwa, sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020-2024) ditekankan pada peningkatan
daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat
korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Masih banyak komponen hukum
yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia
Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2020-2024,
diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b)
meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan(c)
meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

Meningkatnya kepastian hukum dalam penegakan hokum

Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak
berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang
berlaku adil merata, dimana adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar
pihak baik pihak penegak hokum maupun pencari keadilan, Pengadilan merupakan
ladang para pencari keadilan untuk memperoleh rasa keadilan, sehingga menghasilkan
putusan yang berkwalitas dan menurunnya keinginan upaya hokum para pencari

keadilan. ;

Terciptanya kesadaran hokum yang tinggi,

Rasa puas terhadap hokum yang berlaku akan mendorong masyarakat menjadi
masyarakat yang patuh dan taat terhadap hokum dengan menghasilkan produk hokum
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rasa taat tersebut didasari dengan
menyadari bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana setiap warga
negaranya harus mematuhi hokum yang berlaku, undang-undang yang dibuat tidak

merugikan warga Negara, idealnya bangsa menyadari bahwa setiap hokum yang dibuat
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aka nada sanksi pagi pelanggarnya, namun saat ini yang menjadi polemic dimana
harapan tersebut masih jauh, dikarena kan sebagian besar hokum yang dibuat masih
banyak kepentingan bagi pembuat produk hokum tersebut, dan inilah yang menjadi
tugas pemerintah melalui penegakan hokum harus melakukan pembaharuan hokum
dengan memandang hokum kedalam semua aspek baik ekonomi,social, politik dan
budaya demi kepentingan secara universal sehingga akan tercipta hukum nasional yang

diterima masyarakat yang akan menjadikan masyarakat sadar hokum.

. Terwujudnya penghormatan, perlindungan HAM secara Universal.

Dari dulu sampai sekarang masalah HAM selalu menjadi polemic yang besar, dimana
sengketa terhadap HAM masih banyak terjadi dipengadilan maupun diluar pengadilan,
Penegakan hokum yang jauh dari rasa keadilan selalu menjadi penyebab pelanggaran
HAM, contohnya penegakan hukuman mati, sementara setiap warga Negara berhak
mendapat hak hidup dan dilindungi namun pro dan kontra dalam penerapan hukuman
mati masih berlanjut dan tidak ada titik temu. Melalui peraturan perundang-undangan,
penegakan hukum atas pengaduan HAM,dan layanan pemberian bantuan hokum bagi
masyarakat miskin oleh peradilan merupakan upaya pemerintah untuk memberlakukan
perlakuan yang sama dimata hokum, dan penegakan HAM untuk mendapat
penghidupan yang layak sebagai warga Negara dalam memperoleh rasa keadilan
khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana tertera dalam UUD
1945 dimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan aparat
penegak hukum yang harus responsive terhadap HAM tersebut.

Peelindungan dan penegakan HAM terhadap perempuan dan anak juga menjadi tugas
pemerintah kedepan, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran HAM kekerasan
terhadap perempuan dan anak walaupun sudah ada UU yang mengatur namun mengatur
tentang HAM korban sementara belum mengatur HAM bagi pelaku yang idealnya
pemerintah harus memperhatikan mengingat perempuan dan anak adalah warga yang

lemah, Mengingat saat ini belum ada lembaga yang khusus menangani masalah HAM

maka pengadilan yang bisa menampung masalah sengketa HAM tersebut.




Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-

2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5 Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur
di lingkungan Mahkamah Agung.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;

2 Pembatasan perkara kasasi;

3 Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4 Penguatan akses peradilan.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka
waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-
perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena
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sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat pimpinan
Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta
terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya
penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan
dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :
119/KMA/SK/VI1/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari
musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas
perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara
Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah 71 agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk
penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara
Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara
rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung
membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi
tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat
dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung

hukum terlaksananya small claim court.

. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut :
1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
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2 Sidang keliling/zitting plaats dan
3 Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah

. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan perkara pada
Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah
Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung
harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, Dengan
adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja
Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon
keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah
Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga
menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang
jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya
perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam
tahanan).. Dalam rangka terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang
memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court
sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung

menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di

lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat
Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV,

mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 74 SDM Berbasis
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Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari
pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan
hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan
dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi
penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem

manajemen informasi yang terkomputerasi.

. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan
Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi
dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan
arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien;

2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan

3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis T1.

. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;

2 Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;

3 Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan

4 Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan.

. Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
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2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN

Arah dan Tujuan pembangunan dibidang hokum merupakan pilar untuk menuju hokum yang

berkualitas yang mempunyai target jangka menengah, dan mempengaruhi arah kebijakan

dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-

2024 yang sangat menentukan kokohnya pilar institusi mempercepat proses pembangunan

hokum. Tujuan pembangunan dibidang hokum yang berhubungan dengan pencapaian

sasaran strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mencangkup antara lain:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

1.

Meningkatnya transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui
aplikasi SIPP, e-Court, peningkatan website dan peningkatan pelayanan meja
informasi dan pengaduan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai
dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/1/2011

tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan.

Meningkatkan Produktifitas penyelesaian perkara dengan cara Mengefektifkan
SOP Penyelesaian perkara mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara diPengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan yang menjelaskan jangka waktu
penyelesaian perkara maksimal 5 bulan dan Meningkatkan kepuasan Masyarakat
terhadap putusan hakim, dengan cara Penguatan Sumber Daya Manusia, langkah
yang diambil adalah melakukan pembinaan dan evaluasi serta pengawasan rutin
terhadap penyelesaian perkara tepat waktu, serta memberi kesempatan kepada
hakim atau aparatur pengadilan untuk mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis
atau diklat untuk menambah pengetahuan baik dalam penyelesaian perkara maupun

dalam memutuskan perkara, sehingga target penyelesaian perkara tepat waktu dan
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putusan yang diterima masyarakat dapat tercapai sehingga persentase yang tidak
mengajukan upaya hukum meningkat. Disamping itu juga langkah menempatkan
Aparatur sesuai bidang kerja atau keahliannya serta melakukan pemerataan
terhadap beban kerja sehingga produktifitas penyelesaian perkara meningkat.

. Mengefektifkan pemberlakukan Sistem Manajemen Perkara secara elektronik yang

bersifat penyimpanan data dan pencarian data secara terstandar serta transparansi
dan juga bersifat publikasi, seperti pengefektifan pengelolaan aplikasi SIPP, MIS

dan Direktori putusan secara tepat waktu.

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Indek Responden Masyarakat serta Indek
Persepsi Korupsi langkah yang diambil dengan menggerakkan kembali tim
Reformasi Birokrasi (tim pengarah, tim sekretariatan dan kelompok kerja 8 area)
untuk melakukan berbagai perubahan, hal lain mengaktifkan selalu tim akreditasi
Penjaminan Mutu dalam melakukan pelayanan yang berstandar sepertu
dicanangkan oleh Mahkamah Agung yaitu peradilan yang pelayanan berstandar dan
bersertifikasi yang baik, upaya lain yang ditempuh dalam meningkatkan
kepercayaan public menggerakkan 6 Area Zona untuk menjalankan rencana aksi.

2. Sasaran Strategis 2:Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

: 3

Meningkatkan kinerja Jurusita dengan mengefektifkan SOP Jurusita  dalam
peningkatan pengiriman salinan putusan disampaikan kepada pihak tepat waktu,
melakukan pembinaan kepada aparatur dalam pengefektifan SOP untuk prosedur
pengelolaan penyelesaian administrasi upaya hukum secara tepat waktu, juga
melakukan kebijakan pembinaan kepada para hakim bagaimana prosedur Mediasi

sesuai peraturan berlaku.

Menggerakkan atau mengkoordinir aparatur untuk meningkatkan kepatuhan
mengisi SIPP dan direktori putusan 1x24 jam juga melakukan one day one publis
dan one day one minut sehingga putusan yang diminta oleh public dapat diakses

secara oneline dalam 1 hari putus.
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3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan Bantuan Hukum dengan menggunakan jasa advokad
sebagai petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

2. Meningkatkan pelayanan Informasi diperadilan sebagaimana tertera pada SK Ketua
Mahkamah Agung RI No . 1-144/KMA/SK/I/2011. Langkah yang diambil
Menyediakan meja Informasi dengan perangkat teknologi informasi dengan
memberi petunjuk kepada Masyarakat prosedur dan fasilitas Peradilan,
meningkatkan pengelolaan website dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai pedoman Informasi Pos Bantuan Hukum serta fasilitas lain yang ada

dipengadilan.
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan arah kebijakan antara lain:

Meningkatkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan, Pengefektifan SOP
panitera dan Jurusita dalam menindaklanjuti eksekusi, dengan mempercepat
pelaksanaan eksekusi, Meningkatkan kinerja jurusita dalam menjalankan eksekusi
dengan melakukan pembinaan kepada Jurusita.
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KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas
Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan
Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi
dalam RPJMN. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi
menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat
(2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan “.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke II1
tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah
guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin
mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan
Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024
adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang
makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu
mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah
yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap
kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka
regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.
Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
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Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai satuan kerja yang
berada di bawah Mahkamah Agung mengadopsi kebijakan Mahkamah Agung yang
diterapkan diwilayahnya, dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan
dalam RPJM tahun 2020- 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan
kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentunya harus
mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Kerangka regulasi antara
lain:

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan komitmen
Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar, kesepakatan bersama
ditandatangani oleh aparatur pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Penetapan
Yel — yel.

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
Role Model.

4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menandatangani Piagam
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembetukan
Tim Pengendali Gratifikasi.

6. Ketua mengeluarkan SK pembentukan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

2. Perundang-undangan.

Regulasi pada area ini adalah Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang baik
Kepaniteraan maupun kesekretariatan yang telah dilakukan beberapa kali revisi.
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK tentang penunjukan Tim pedoman
penanganan benturan kepentingan.

2. SK Penunjukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Pekanbaru Tahun 2015-2019.

3. SK Ketua tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Pekanbaru.

4. Penataan Tata Laksana
Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu untuk dilaksanakan sesuai tugas masing-masing tim
untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan pelayanan yang prima.

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan
Tim Biaya Proses Penyelesaian perkara.

4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembentukan
Tim Penaggung jawab penataan parkir.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. SK Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun.

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK SOP.

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK tata tertib

pemakaian seragam kerja.
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10.

il

12.

13.

14.

15.

16.

¥

18.

19.

20.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembagian
wilayah kebersihan beserta petugas yang bertanggung jawab.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penujukan
pelaksana harian.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas apel.
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Pengangkatan
Tenaga Satuan Pengamanan dan pramubakti.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Petugas piket
sidang dan juru sumpabh.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pengelolaan SIKEP

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Petugas
PNBP.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Badan
Pertimbangan jabatan dan pangkat.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penanggung
jawaban absensi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
bendahara Biaya Proses.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pejabat
protokoler.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pengelola
Taman.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Koordinator
Penanggung jawab penanganan Bantuan Panggilan.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas
menyjilid berkas perkara pidana dan perdata.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pembuatan
tanda pengenal PNS

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK coordinator
dan operator pemberitahuan delegasi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan
hakim pengawas SIPP.
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21. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas ruang
arsip.

22. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas pos
pelayanan hukum.

23. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK operator

genset

Penguatan Akuntabilitas.

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut: Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan Tim dalam penyusunan LKlJip, PK,
RKT, Reviu IKU dan Reviu Renstra.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Regulasi pada area ini antara lain sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Petugas meja
informasi.

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK petugas
penerima pengaduan.

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Bantuan
Tugas/ Relawan anti narkoba.

4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK pemberlakuan
benner papan visual, papan pengumuman dan media informasi lainnya yang
dipajang diarea gedung.

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi
SAKIP

7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi
DIPA.

8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK sosialisasi 5
S,5R, DAN 2P
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3.4

9. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengeluarkan SK penunjukan

narasumber sosialisasi.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-
undangan yaitu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun
2004 atas perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, makna
yang terkadung dalam UU No 49 Tahun 2009 Pasal 1 (1) “Pengadilan adalah pengadilan
negeri dan Pengadilan Tinggi dilingkungan peradilan umum”, Pasal 2 “Peradilan umum
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya”, Pasal 10 (1) “Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakirn
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita”, Pasal 11 (1) “Pimpinan Pengadilan Negeri
terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua”, Pasal 27 (1) “ Pada setiap Pengadilan
ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” (2) Dalam
melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,
beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang
Jurusita”, Pasal 44 “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya secretariat yang dipimpin
oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris.” Tugas pokok
Pengadilan Negeri tertuang dalam pasal 50 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan Pengadilan Kelas II, Tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dilaksanakan oleh Pimpinan dengan
dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, susunan organisasi tersebut diatur
lebih lanjut dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2015
tersebut berikut rincian kedudukan tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karumun:
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KEPANITERAAN PERADILAN UMUM

Bagian Ketujuh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 11

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70
(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua
Pengadilan Negeri Kelas IL
(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara.

Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;
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f pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundangundangan,minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 11, terdiri atas:
a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan
Negeri Kelas Il menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
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e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundangundangan,minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda

Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusantingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;

1. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi,
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k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;

1. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda

Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;

e. pelaksanaan  penghitungan,  penyiapan  dan  pengiriman  penetapan
penahanan,perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;

i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

J. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan peninjauan kembali;
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k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung;

l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;

o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara,penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat,hubungan masyarakat dan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
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KESEKRETARIATAN PERADILAN UMUM

Bagian Ketujuh
Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286
(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I1 adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi,organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
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Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 11, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

¢. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan,keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan.
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BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA,
WAKIL KETUA
MAJLIS HAKIM
PANITERA SEKRETARIS
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PANMUD PANMUD PANMUD UMUM DAN PERENCANAAAN
PIDANA PERDATA HUKUM KEPEGAWAIAN, KEUANGAN TI DAN
ORGANISASI DAN PELAPORAN
TATA LAKSANA
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
PP Pranata Bendahara
JURU SITA Arsiparis Pustakawan Komputer Pengeluaran
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4.1

BAB IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan
2024)sebagai berikut:

Tabel 4. Target kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Utama

Target

2020

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan  dan
Akuntabel

Persentase sisa perkara
Perdata yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase sisa perkara
Pidana yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara
Perdata yang
diselesaikan tepat waktu

80%

82%

84%

86%

88%

Persentase Perkara
Pidana yang diselesaikan
tepat waktu

85%

87%

89%

91%

93%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum banding

85%

87%

89%

91%

93%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

90%

92%

94%

96%

97%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum PK

94%

95%

96%

97%

98%

Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

7%

8%

9%

10%
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Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan

77%

78%

79%

80%

81%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase salinan
putusan Perkara Perdata
yang dikirim kepada
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase salinan
putusan Perkara Pidana
yang dikirim kepada
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi

17%

18%

19%

20%

21%

Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian ~ masyarakat
yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1
hari setelah putus

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
terpinggirkan

Persentase Pencari
keadilan Golongan
tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

91%

92%

93%

94%

95%

Page | 54




4.2

KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian target kinerja dari 4 sasaran strategis, Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun memperoleh alokasi dua program Mahkamah Agung RI yang
tertera dalam DIPA yaitu;

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Dipa Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Dipa Badan

Urusan Administrasi);

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Target S Tahun

Matrik Pendanaan
Sasaran Indikator Kinerja ;
Strategis Utama Frewo. . 2020 2021 2022 2023 2024
Terwujudny | Persentase sisa | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
a Proses perkara Perdata yang | dukungan administrasi 00
Peradilan diselesaikan manajemen | dan
yang Pasti, dan pengelolaan
Transparan pelaksanaa | keuangan
dan n tugas | Badan
Akuntabel teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase sisa | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
perkara Pidana yang | dukungan | administrasi 00
diselesaikan manajemen | dan
dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
Perdata yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan tepat | manajemen | dan
waktu dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
Pidana yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan tepat | manajemen | dan
waktu dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
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Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum banding dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum kasasi dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n  tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Agung
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
yang tidak | dukungan administrasi 00
mengajukan  upaya | manajemen | dan
hukum PK dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n  tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase  perkara | Program Pembinaan 4.492.179.000. | 4.700.000.000 | 5.000.000.000 | 5.200.000.000 | 5.500.000.0
pidana anak yang | dukungan administrasi 00
diselesaikan dengan | manajemen | dan
Diversi dan pengelolaan
pelaksanaa | keuangan
n  tugas | Badan
teknis Urusan
lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Index responden | Program Pengadaan 25.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000
pencari keadilan yang | Peningkata | sarana dan
puas terhadap layanan | n  Sarana | prasarana di
peradilan dan lingkungan
Prasarana Mahkamah
Aparatur Agung
Mahkamah
Agung
Peningkatan | Persentase  salinan | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
Efektivitas | putusan dukungan manajemen
Pengelolaan | perdata yang dikirim manajemen | peradilan
Penyelesaia tepat waktu umum
n Perkara umum
Persentase  salinan | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
putusan dukungan manajemen
Pidana yang dikirim | manajemen | peradilan
tepat waktu peadilan | umum
umum
Persentase  perkara | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
yang diselesaikan | dukungan manajemen
melalui mediasi manajemen | peradilan
peradilan umum
umum
Persentase berkas | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
perkara yang diajukan | dukungan manajemen
Banding, Kasasi dan | manajemen | peradilan
PK secara lengkap dan | peradilan umum
tepat waktu umum
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Persentase  putusan | Program Pengadaan 25.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000
perkara yang menarik | Peningkata | sarana dan
perhatian masyarakat | n  Sarana | prasarana di
yang dapat diakses | dan lingkungan
secara online dalam | Prasarana Mahkamah
waktu 1 hari setelah | Aparatur Agung
putus Mahkamah
Agung
3. | Meningkatn | c. Persentase Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
ya  Akses pencari keadilan | Peningkata | manajemen
Peradilan golongan n peradilan
bagi tertentu yang Manjemen | umum
Masyarakat mendapat Peradilan
Miskin dan layanan Bantuan | Umum
terpinggirka Hukum
n (Posbakum)
4 | Meningkatn a Persentase | Program Peningkatan 121.400.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000
ya putusan perkara | Peningkata | manajemen
kepatuhan perdata yang | n peradilan
terhadap ditindaklanjuti Manjemen | umum
putusan (dicksekusi) Peradilan
pengadilan Umum
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BABV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
menggambarkan permasalahan, kelemahan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan
dijalankan selama kurun waktu tahun 5 tahun serta output yang ingin dihasilkan dan outcome

yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini terus disempurnakan dari waktu
kewaktu dengan melakukan reviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam
hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan demikian
Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. yang diharapkan mampu membawa
arah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencapai visi dan misinya, dan juga dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola serta menjadi pedoman untuk menuntun dalam pencapaian arah,
tujuan, dan sasaran strategis pembangunan dibidang hokum ke lima tahun kedepan.
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LAMPIRAN




MATRIKS REVIU
RENSTRA

2015-2019




MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi  :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi : 1.Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
No Tujuan Target Sasaran Target
- - S Jangka : - e
Uraian Indikator kinerja Menengah Uraian Indikator kinerja
2020 | 2021 2022 2023 2024
1 Pencari keadilan merasa | Persentase sisa perkara perdata 100% Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara perdata
kebutuhan dan | yang diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
kepuasannya terpenuhi Transparan dan Akuntabel 100% | 100% | 100% 100% 100%
Persentase sisa perkara Pidana 100% Persentase sisa perkara Pidana 100% | 100% | 100% 100% 100%
yang diselesaikan yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang 80% Persentase perkara Perdata 80% 82% 84% 86% 88%
diselesaikan yang diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang 85% Persentase perkara Pidana yang 85% 87% 89% 91% 93%
diselesaikan diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase perkara yang Tidak 85% Persentase perkara yang Tidak 85% 87% 89% 91% 93%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Banding Banding
Persentase perkara yang Tidak 90% Persentase perkara yang Tidak 90% 92% 94% 96% 98%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi




Persentase perkara yang Tidak 98% Persentase perkara yang Tidak 94% 95% 96% 97% 98%
Mengajukan Upaya Hukum Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak 7% Persentase Perkara Pidana Anak 7% 8% 9% 10% 1%
yang Diselesaikan dengan Diversi yang Diselesaikan dengan Diversi
Index responden pencari keadilan 77% Index responden pencari keadilan 7% | 78% 79% 80% 81%
yang puas terhadap layanan yang puas terhadap layanan
peradilan peradilan
Public percaya bahwa PN | Persentase salinan Putusan perkara 100% Peningkatan Efektivitas Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tanjung Balai Karimun | perdata yang dikirim Tepat Waktu Pengelolaan Penyelesaian perkara perdata yang dikirim Tepat
memenuhi butir 1 dan 2 Perkara Waktu
diatas
Persentase salinan Putusan perkara 100% Persentase salinan Putusan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Pidana yang dikirim Tepat Waktu perkara Pidana yang dikirim Tepat
Waktu
Persentase Perkara yang 17% Persentase Perkara yang 17% 18% 19% 20% 21%
Diselesaikan melalui Mediasi Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase berkas perkara yang 100% Persentase berkas perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang 100% Persentase putusan perkarayang | 100% | 100% | 100% | 100% 100%

menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus

menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus




Setiap pencari keadilan | Persentase Pencari Keadilan 100% Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan 100% | 100% | 100% 100% 100%
dapat menjangkay badan | Golongan Tertentu yang Mendapat Peradilan bagi Masyarakat Golongan Tertentu yang Mendapat
peradilan Layanan Bantuan Hukum Miskin dan Terpinggirkan Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara 91% Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 91% 92% 93% 94% 95%
Perdata yang Ditindaklanjuti Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi) Pengadilan (dieksekusi)

Ditetapkan di




SK PENYUSUN
REVIU RENSTRA
2015-2019




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : W4.u9/l§\q7KP.o4.6/x1U2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R! No.

1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penyampaian
Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ;

. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun Tahun 2020-2024 maka dipandang perlu membentuk Tim
Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

. bahwa dengan pertimbangan poin a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan

diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan
susunan sebagaimana terlampir.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

. Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Rt Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

MEMUTUSKAN...




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN
NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2020-2024;

: Menetapkan susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir
dalam lampiran surat keputusan ini;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;

: Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Batai Karimun
: 23 Desember 2019




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN

Nomor : W4-U9/

/KP.04.6/X11/2019

Tanggal : 23 Desember 2019

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

NAMA

NO NIP/PANGKAT/GOL JABATAN DITUNJUK SEBAGAI
JOKO DWI ATMOKO, SH. MH :
1 NIP. 19761224 200112 1 001 Ketua Pelindung/ Penasehat
EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH. MH : ?
2 | NIP. 19791106 200212 1 004 Ve X e
3 SYAIFUL ISLAMI, SH Panit Koordinator Kepaniteraan
NIP. 19840902 200904 1 004 T merangkap Anggota
4 MUHANINIAR REMALIM,ST Sekretaris Ke'(s‘;:::ira.:it;;n
NIP. 19810421 200904 1 003
merangkap Anggota
5 ZAERVINA KURNIATY,A.Md.SH Kasubbag Perencanaan,Teknologi Sekretaris merangkap
NIP.19851219 200904 2 006 Informasi dan Pelaporan anggota
6 SUPRIADI, SH Panitera Muda Pidana Anggota Tim
NIP. 19651128 199303 1 003
. RONNY ERLANDO Plt.Panitera Muda Perdata Anggota Tim
NIP. 19720629 199303 1 001
8 | ALMASIH Plt. Panitera Muda Hukum Anggota Tim
NIP. 19690817 199303 1 007
9 | HENDRA PRAWIRA, SH Kasubbag Umum dan Keuangan Anggota Tim
NIP. 19870922 200604 1 001
10 | YUNI EKA PUTRI, SH Kasubbag Kepegawaian Organisasi Anggota Tim

NIP. 19850606 200904 2 007

dan Tata Laksana

Ditetapkan di

: Tanjung Balai Karimun




